Menimbang

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1992
TENTANG
PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk

memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh
ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam
usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;

. bahwa penerbangan sebagai salah satu moda transportasi tidak

dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata
dalam sistem transportasi nasional, yang dinamis dan mampu
mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik
mampu mencapai tujuan dalam waktu cepat, berteknologi tinggi
dan memerlukan tingkat keselamatan tinggi, perlu lebih
dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai
penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai
penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi
peningkatan kesejahteraan rakyat;

. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur penerbangan

yang ada pada saat ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan
perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi;

. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan

penerbangan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan
bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil guna dan berdayaguna
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dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai penerbangan
dalam Undang-undang;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENERBANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara,
angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, serta
kegiatan dan fasilitas penunjang lain yang terkait;

2. Wilayah udara adalah ruang udara di atas wilayah daratan dan
perairan Republik Indonesia;

3. Pesawat udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer
karena daya angkat dari reaksi udara;

4. Pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang didaftarkan
dan mempunyai tanda pendaftaran Indonesia;

5. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari
udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaganya
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sendiri;

Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara,
dapat terbang dengan sayap berputar, dan bergerak dengan
tenaganya sendiri;

Pesawat udara negara adalah pesawat udara yang dipergunakan
oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan pesawat udara
instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan
untuk  menegakkan  hukum  sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Pesawat udara sipil adalah pesawat udara selain pesawat udara
negara;

Pesawat udara sipil asing adalah pesawat udara yang didaftarkan
dan/atau mempunyai tanda pendaftaran negara bukan Indonesia;

Pesawat udara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah
pesawat udara negara yang dipergunakan dalam dinas Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia;

Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk
mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun
penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai
tempat perpindahan antar moda transportasi;

Pangkalan udara adalah kawasan di daratan dan/atau di perairan
dalam wilayah Republik Indonesia yang dipergunakan untuk
kegiatan penerbangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan
pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos
untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke
bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara;

Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum
dengan memungut pembayaran;
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15. Kelaikan udara adalah terpenuhinya persyaratan minimum
kondisi pesawat udara dan/atau komponen-komponennya untuk
menjamin keselamatan penerbangan dan mencegah terjadinya
pencemaran lingkungan.

BAB I
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha
bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan,
kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada
diri sendiri.

Pasal 3

Tujuan penerbangan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan
penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur,
nyaman dan berdayaguna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya
beli masyarakat, dengan mengutamakan dan melindungi penerbangan
nasional, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai
pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional serta
mempererat hubungan antar bangsa.

BAB Il
KEDAULATAN ATAS WILAYAH UDARA
Pasal 4

Negara Republik Indonesia berdaulat penuh dan utuh atas wilayah
udara Republik Indonesia.
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Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara
Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan
tanggung Jjawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan
pertahanan dan keamanan negara, penerbangan, dan ekonomi
nasional.

Pasal 6

(1) Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta
keselamatan penerbangan, Pemerintah menetapkan kawasan
udara terlarang.

(2) Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang
terbang melalui kawasan udara terlarang, dan terhadap pesawat
udara yang melanggar larangan dimaksud dapat dipaksa untuk
mendarat di pangkalan udara atau bandar udara di dalam wilayah
Republik Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai penetapan kawasan udara terlarang dan
tindakan pemaksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 7

(1) Penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan
oleh Pemerintah.

(2) Penyelenggaraan  penerbangan  dilaksanakan  berdasarkan
ketentuan dalam Undang-undang ini.



